GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 597 /KPTS/DPMPTSP/2020
TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Menimbang

Mengingat

TERPADU SATU PINTU PROVINS] SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam
penyelenggaraan PTSP wajib diterapkan etika pelayanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Kode Etik Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007
Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
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17. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 49)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor
39 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018 Nomor 39);

18. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kode Etik

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Kode Etik Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Majelis Kode Etik Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pegawai pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III Keputusan ini.

Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera
Selatan, wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi Kode
Etik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Okteber 202

EUBERNUR SUMATERA SELATAN,

/ > H. HERMAN DERU

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl di Jakarta
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.







